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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Konsekuensi hukum pencabutan Sertifikat Hak Milik Nomor : 

03152/Kel. Palmerah dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta 

Putusan: 96/G/2024/PTUN.JKT adalah sebagai berikut : 

a. Pemulihan Hak atas tanah, tanah yang menjadi subjek sengketa 

dikembalikan  ke status asal yakni sebagai bagian dari HBG 

milik PT. Unota Persada Jaya 

b. Ganti rugi dan Rehabilitas dalam Peradilan Tata usaha Negara, 

Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara  

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 

96/G/2024/PTUN Jakarta tentang Pencabutan Sertifikat Hak 

Milik Nomor : 03152/Kel.Palmerah adalah sebagai berikut : 

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan  

dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Administrasi Pemerintahan, Dalam Pasal 13 Peraturan 

Mentri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara, dan 

Hak Pengelolaan. 

b. Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, 

tindakan Tergugat melanggar beberapa AAUPB yakni  Asas 

Kepastian Hukum,  Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan. 
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B. Saran 

a. Agar Majelis Hakim dalam mengambil Putusan sesuai dengan 

prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk 

memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan 

keadilan bagi semua pihak. 

b.  Agar Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) meningkatkan 

transparansi dalam proses penerbitan sertifikat tanah serta sesuai 

dengan Peraturan Perundang-Undangan berlaku dan Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang baik. 
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